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Pelaksana Pendukung
Tim Komponen \
3 PPID Utama ;
o Bagiatan dan PPID cht ;mbangan atan Pemohon Kelengkapan Waktu Output K raapea .
P bt elayanan Perangkat
Informasi Daecrah
1. | Melakukan kajian atas Berkas Setiap saat Berkas
informasi/dokumen yang tidak permohonan permohonan
termasuk dalam DIP dengan informasi/ informasi yang
melibatkan Tim Pertimbangan dokumen dari telah diisi
Pelayanan Informasi Pemohon lengkap dan
Informasi dilampiri
fotocopy/scan
identitas diri
(NIK)
2. | Memberikan perimbangan atas Dasar hukum: | Pada hari dan | Surat
informasi/ dokumen yang UU KIP 14 jam kerja Keputusan
dimaksud yang bersifat rahasia > Tahun 2008 Tim
berdasarkan UU, kepatutan dan dan PERKI 1 Pertimbangan ‘
kepentingan umum Tahun 2010 Pelayanan .‘
Informasi
3. | Menyampaikan kepada PPID atas Informasi/ Pada hari dan | Informasi/
status informasi/dokumen yang dokumen yang | jam kerja, dokumen dari
diminta pemohon informasi, telah maksimal 10 komponen
apakah termasuk rahasia atau . dinyatakan (sepuluh) hari | atau
terbuka. Jika informasi/dokumen o terbuka untuk | kerja, sejak Perangkat
yvang dimaksud adalah terbuka, publik permohonan Daerah
maka PPID memerintahkan informasi
kepada komponen PPID Pembantu teregistrasi
untuk menyerahkan informasi/
dokumen yang dimaksud. Jika -
status informzsi/ dokumen oleh
Tim Pertimbangan Pelayanan
Informasi dinyatakan rahasia,
makz PPID membuat surat
penolzkan kepada pemohon
informasi.
4. | Memberikan informasi yang Informasi/ Maksimal Informasi B
diminta oleh pemohon informasi Dokumen yang | diberikan publik yang
dengan menandatangani tanda diminta oleh perpanjangan | diminta oleh
bukti penerimaan atau > Pemohon pemenuhan Pemohon
memberikan surat penolakan Informasi atau | permohonan Informasi atau
kepada pemohon jika status surat informasi surat
penolakan jika | selama 7 penolakan )




informasi/dokumen dinyatakan informasi/ (tujuh) han
rahasia. dokumen scjak
tersebut pemberitahu
dikategorikan | an tertulis
rahasia diberikan dan
tidak dapat
diperpanjang

lagi




